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Skripsi dengan judul “Implementasi Konversi Akad Murabahah kepada Akad
Musyarakah Mutandqishah Pada Pembiayaan KPR di Bank Muamalat Cabang
Banda Aceh” merupakan hasil penelitian kualitatif yang bertujuan untuk
menjawab pertanyaan tentang bagaimana analisis mekanisme konversi akad
murabahah kepada akad musyarakah mutanaqishah pada produk pembiayaan
KPR bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh dan
bagaimana penerapannya berdasarkan fatwa yang mengatur perihal konversi akad
murabahah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah wawancara dengan informan kepala cabang dan manager (unit khusus)
yang menangani kasus pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Cabang Banda
Aceh. Hasil penelitian menjelaskan dalam menghadapi pembiayaan murabahah
bermasalah pada nasabah yang prospektif (memiliki kemampuan untuk
membayar) dilakukan dengan cara melakukan konversi akad murabahah menjadi
akad musyarakah mutandaqishah atas barang jaminan yang masih menjadi milik
Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh hingga nasabah dapat melunasi
sisa angsuran dan margin pada waktu yang telah disepakati. Akad murabahah
digunakan untuk membeli rumah yang ingin dimiliki oleh nasabah yang terdiri
setoran pokok dan margin keuntungan yang akan diperoleh oleh bank, karena
nasabah mengalami penurunan kemampuan dalam melunasi utangnya
dikarenakan berbagai faktor namun masih prospektif, maka dilukukan konversi
akad kepada akad musyarakah mutanagishah. Pada akad musyarakah
mutanaqishah ini nasabah tetap akan melakukan pelunasan utangnya tetapi
margin keuntungan yang diambil oleh bank lebih kecil ketika menggunakan akad
murabahah dan pembiayaan KPR menggunakan akad musyarakah mutanaqishah.
Penerapan konversi akad murabahah kepada akad musyarakah mutandqishah
pada pembiayaan KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh telah
sesuai dengan fatwa yang mengatur perihal konversi akad ini, akan tetapi pihak
bank lebih menggunakan pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) mengenai
restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah.
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1. Konsonan

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543 b/u/1987

No | Arab Latin Ket No | Arab | Latin Ket
Tidak t dengan
1 | dilamban 16 b t titik di
gkan bawahnya
z dengan
2 < B 17 5 z titik di
bawahnya
3 < T, 18 g ¢
) s dengan titik )
4 - S ] 19
I i di atasnya < 2
5 d ] 20 o f
h dengan titik
6 h 21 3
< ’ di bawahnya ¢ b
7 d kh 22 d k
8 3 d 23 J 1
9 3 5 z dfengan titik 24 : m
di atasnya
10 J r 25 O n
11 J z 26 3 w
12 o ] 27 0 h
13 o sy 28 & g
s dengan titik
14 o ? di bawahnya 29 ¢ Y
15 o d d dengan titik

di bawahnya
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau
monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
a. Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,
transliterasinya sebagai berikut :

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
I
Kasrah
Dammah U

b. Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat
dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Nama Gabungan Huruf
Huruf
iris Fathah dan ya ;
9 Fathah dan wau A
Contoh:
S kaifa J®*  : haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harakat dan Huruf dan
Huruf Nama Tanda
e Fathah dan alif A
atau ya
o Kasrah dan ya I
@ Dammah dan waw
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Contoh :

Jé s gala
2V :rama
Jab : qila
Js&  :yagilu

4. Ta Marbutah (®)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua :

a. Ta marbutah (3) hidup
Ta marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkatfathah, kasrah dan
dammabh, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (3) mati
Ta marbutah (3) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya
adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (¢) diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta marbutah (3) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :
Jukyida g : raudah al-atfal/ raudatul atfal
B sialldiiaal) : al-Madinah al-Munawwarah/
al-Madinatul Munawwarah
dalh : talhah
Catatan :
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia
tidak ditransliterasikan. Contoh : Tasauf, bukan Tasawuf
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BABI

PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah

Perbankan adalah salah satu lembaga keuangan yang memilik tiga fungsi
utama yaitu sebagai tempat penyimpanan uang, meminjamkan uang, dan
memberikan jasa pengiriman uang. Perbankan syariah juga memiliki fungsi
yang hampir sama dengan perbankan konvensional akan tetapi berbeda pada
prinsip dan tata cara pelaksanaannya. Produk-produk jasa perbankan dengan
pola lainnya pada umumnya menggunakan akad-akad tabarru’ yang
dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai
fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.'

Produk perbankan syariah dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu:
Produk Penyaluran Dana, Produk Penghimpunan Dana, dan Produk yang
berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.” Dalam
Produk penyaluran dana terdapat tiga kategori yang dibedakan tujuan
penggunannya. Yaitu

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang

dilakukan dengan prinsip jual beli.

2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa

dilakukan dengan prinsip sewa.

3. Transaksi pembiayaan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna

mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.?

Pembiayaan dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembiayaan

produktif dan pembiayaan konsumtif. Pembiayaan produktif ialah pembiayaan

" Ascarya. Akad & Produk Bank Syariah. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2015).
hlm.128.

? Ridwan Nurdin, Hukum Ekonomi Syari’ah (Substansi dan Pendekatan). (Darussalam:
Sahifah. 2018). him. 123.

? Ibid.



untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan
usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan
pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan yang digunakan untuk memnuhi
kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.*

Salah satu bentuk pembiayaan konsumtif ialah pembiayaan kepemilikan
rumah atau biasa dikenal dengan produk KPR atau PKR. Pada Bank Muamalat
Indonesia Cabang Banda Aceh produk KPR ini merupakan produk yang paling
banyak dilakukan. Produk KPR ini pertama kali diperkenalkan oleh bank
konvensional dengan menerapkan tingkat suku bunga tertentu.

Banda Aceh salah satu kota yang telah menerapkan syariat Islam mulai
melakukan pemenuhan kebutuhan akan rumah melalui produk-produk
perbankan syariah. Hal ini terbukti dari semakin meningkatnya jumlah
perbankan syariah di Kota Banda Aceh dan hingga kini kita dapat menjumpai
bank syariah dimana-mana. Seluruh bank syariah ini menyediakan produk
pembiayaan akan perumahan yang akan sangat memudahkan warga Banda Aceh
untuk dapat memenuhi kebutuhannya akan rumah tanpa perlu khawatir
melakukan tindakan riba dan gharar karena bank syariah tidak menerapkan
sistem bunga.

Ditinjau dari sudut pandang perbankan syariah, produk pembiayaan
perumahan (house financing) pada perbankan dapat dilakukan dengan transaksi:
murabahah, istisna’, musyarakah mutanagishah dan IMBT. Murabahah
merupakan suatu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan
keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.” Pada akad ini
nasabah dan pihak bank sama-sama mengetahui berapa jumlah harga perolehan

dari barang dan keuntungan dapat disepakati langsung secara bersama-sama

* Muhammad Syafi’ie Antonio. Bank Syariah (Dari Teori ke Praktik). (Jakarta; Gema
Insani Press. 2001). Hlm. 160.

> Sugeng Widodo, Perbandingan Aplikasi Ba’i Murabahah dengan Ijarah Muntahiya
Bitamlik Pada Pembiayaan Perumahan. (http://scholar.google.co.id. 2009). him 103. Diakses
pada tanggal 22 Oktober 2018.




oleh penjual dan pembeli. Istisna’ adalah suatu akad atau kontrak jual beli dalam
bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan
tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli) dan penjual (pembuat).®

Musyarakah mutandqishah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian
dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya
sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad, mitra lain
tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha musyarakah tersebut.” Pada
penelitian ini, objek berupa rumah yang pada akhir masa akad salah satu mitra
akan menjadi pemilik penuh rumah tersebut.

IMBT (ljarah Muntahiya Bittamlik) merupakan rangkaian kombinasi
antara sewa-menyewa (ijarah) dan jual beli atau hibah di akhir masa
sewa.'IMBT merupakan ijarah dengan wa’ad (janji) dari pemilik sewa berupa
perpindahan kepemilikan objek ijarah pada saat tertentu. Penyewa dapat
menyewa rumah tersebut dan pada akhir masa sewa kepemilikan rumah dapat
dialihkan kepada penyewa sesuai dengan kesepakatan pemilik rumah dan
penyewa.

Pada pembiayaan perumahan terutama di kota Banda Aceh, akad yang
paling sering digunakan adalah akad murabahah. yang mana kontrak
murabahah merupakan salah satu kontrak penjualan paling populer untuk
membeli komoditi dan produk lain secara kredit.’” Di samping itu pihak
perbankan syariah di kota Banda Aceh juga memiliki pembiayaan dengan
mengunakan akad musyarakah mutanaqishah, yang mana akad ini juga banyak
digunakan pada pembiayaan KPR. Sehingga bagi nasabah yang yang ingin

memiliki rumah tetapi memiliki kelemahan pada segi finansial dapat

%Yaya, Rizal, Aji. E, Martawireja, & Ahim Abdurahim, Akuntansi Perbankan Syariah:
Teori dan Praktik Kontemporer, (Jakarta: Salemba Empat, 2009), hlm 254.

’Sri Nurhayati & Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 2. (Jakarta: Salemba
Empat. 2011). hlm 146.

¥Adiwarman A. Karim. Bank Islam: Anaisis Figih dan Keuangan. (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada. 2011). him 149.

?Zamir Igbal & Abbas Mirakhor. Pengantar Keuangan Islam. (Jakarta: Kencana
Prenadia Media Group. 2008). hlm 111.



mengajukan pembiayaan kepada pihak Bank agar dapat memiliki rumah
tersebut.

Pada skripsi ini penulis merujuk pada pembiayaan KPR yang merupakan
salah satu produk yang ditawarkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia Cabang
Banda Aceh dengan menggunakan dua jenis akad dari beberapa akad yang
sudah dipaparkan sebelumnya yaitu akad murabahah dan akad musyarakah
mutanaqishah. Yang mana kedua akad ini berbeda pada dasarnya yang mana
akad murabahah merupakan salah satu bentuk akad jual beli, sedangkan akad
musyarakah mutandaqishah merupakan akad kerjasama (syirkah).

Walaupun kedua akad ini adalah akad yang berbeda, keduanya memiliki
sebuah persamaan di mana salah satu pihak (nasabah) pada akhir transaksi
memiliki kepemilikan penuh atas objek pembiayaan (rumah). Hal ini
dikarenakan akad musyarakah mutandqishah berbeda dengan akad syirkah yang
lainnya. Pada akad musyarakah mutanagishah ini pada akhir kerjasamanya
objek akad akan menjadi kepemilikan utuh oleh salah satu yang berakad atau
bisa dikatakan dengan sewa beli. Sedangkan pada akad syirkah lainnya tidak
terjadinya perpindahan kepemilikan dan berakhirnya akad jika salah satu pihak
memutuskan untuk tidak melanjutkan kerjasama lagi.

Dalam memberikan suatu pembiayaan bank akan terlebih dahulu
meninjau kemampuan yang dimiliki nasabah untuk melakukan pembayaran
cicilan kedepannya dengan melihat beberapa aspek seperti pekerjaan nasabah,
penghasilan yang dimiliki nasabah, serta jumlah tanggungan nasabah. Baru
setelah itu pihak bank akan menanyakan kepada nasabah berapa lama waktu
yang dibutuhkan nasabah untuk melakukan pembayaran cicilan terhadap
pembiayaan tadi."

Nasabah dalam menunaikan kewajibannya dalam melunasi pembiayaan

pastinya memiliki hambatan atau masalah untuk melunasi atau menyetorkan

""Wawancara dengan Muhammad Al Amin (Karyawan ynag ditunjuk oleh Bank
Muamalat) Pada tanggal 22 Oktober 2018.



kembali dana pinjaman yang telah diperoleh yang disebabkan oleh berbagai
macam faktor, dan salah satunya ialah faktor keuangan nasabah itu sendiri. Di
sini, nasabah menjelaskan kepada pihak bank bahwasanya nasabah mengalami
kesulitan dalam melunasi pembiayaan, pihak bank akan melakukan upaya untuk
menyelamatkan pembiayaan nasabah tersebut dikarenakan pihak bank juga tidak
mau mengambil resiko berupa kerugian.''

Pada dasarnya, ketika ada suatu pembiayaan yang bermasalah maka
pihak bank harus melakukan penyelamatan terhadap pembiayaan itu.
Berdasarksn Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang
Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang
Restrukturisasi Pembiayaan dalam upaya yang dilakukan bank dalam rangka
membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, melalui
penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran
nasabah atau jangka waktunya. Kemudian ada persyaratan kembali
(reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan
tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada
bank. Yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah
angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan
mudharabah atau musyarakah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan
mudharabah atau musyarakah, dan/atau pemberian potongan. Terakhir penataan
kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan, Yang antara
lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad
pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka
waktu menengah, dan/atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal

sementara pada perusahaan nasabah. '

""Wawancara dengan Muhammad Al Amin, Karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Cabang Banda Aceh, Pada tanggal 22 Oktober 2018.

"2PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
PBI/10/18/PB1/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah.



Dalam peraturan Bank Indonesia, Bank Indonesia memberikan beberapa
solusi atas pembiayaan bermasalah yang dialami oleh lembaga keuangan
syariah. Menariknya, lembaga keuangan syariah ketika menghadapi persoalan
pembiayaan bermasalah cenderung memilih untuk mengkonversi akad dari pada
alternatif yang ada, salah satunya adalah PT Bank Muamalat Indonesia.

Dalam menghadapi persoalan nasabah yang mengalami kredit macet,
upaya yang dilakukan oleh pihak PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda
Aceh dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut dengan cara
melakukan konversi akad. Yaitu menkonversi akad murabahah diubah menjadi
akad musyarakah mutanaqgishah. Tetapi tidak semua nasabah dapat dilakukan
konversi akad tersebut, hanya nasabah yang memenuhi kualifikasi tertentu yang
telah ditetapkan oleh pihak PT Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh.

Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah, PT Bank Muamalat Cabang
Banda Aceh memiliki dua macam strategi, yaitu Maintain/Stay Strategy
(Cooperative Strategy) dan Exit Strategy. Maintain Strategy yaitu suatu bentuk
upaya yang dilakukan pihak bank karena masih ingin mempertahankan
hubungan bisnis dengan nasabah untuk jangka panjang. Sedangkan Exit Strategy
yaitu upaya yang dilakukan bank karena tidak ingin mempertahankan hubungan
bisnis dengan nasabah untuk jangka panjang kecuali terdapat faktor-faktor lain
yang sangat mendukung kemungkinan adanya perbaikan kondisi nasabah."

Konversi akad merupakan suatu bentuk atau opsi sebagai upaya untuk
menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh Bank Indonesia
kepada Perbankan Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam bentuk restukturisasi
pembiayaan bermasalah. Umumnya Hal yang diperhatikan dalam restuktur ialah

nasabah yang mengalami penurunan kemampuan pembayaran dan nasabah

BWawancara dengan Muhammad Al Amin, Karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Cabang Banda Aceh, Pada tanggal 22 Oktober 2018.



memiliki prospek usaha yang baik atau sumber pembayaran angsuran yang jelas
dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturisasi.'*

Dikarenakan konversi akad merupakan bagian dari restukturisasi
pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh PT Bank Muamalat Indonesia
Cabang Banda Aceh, Maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian
agar mengetahui dan memahami alasan pihak Bank Muamalat untuk lebih
memilih mengkonversikan akad murabahah kepada akad musyarakah
mutanaqishah. Dibandingkan dengan opsi lain yang diberikan oleh Bank
Indonesia yang menyangkut penyelesaian pembiayaan bermasalah. Dengan
demikian, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan
judul”Implementasi Konversi Akad Murabahah Kepada Akad Musyarakah
Mutanagishah pada pembiayaan KPR (Studi Kasus di Bank Muamalat
Cabang Banda Aceh)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah proses konversi akad pembiayaan dari akad murabahah

kepada akad musyarakah mutanagishah dalam pembiayaan KPR di

Bank Muamalat Cabang Banda Aceh?

2. Bagaimanakah konversi akad murdbahah kepada akad musyarakah
mutandqishah pada pembiayaan KPR di Bank Muamalat Cabang Banda

Aceh dalam perspektif figh muamalah?

1.3 Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang tertera diatas, maka yang menjadi

tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

"“Wawancara dengan Muhammad Al Amin, Karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Cabang Banda Aceh, Pada tanggal 22 Oktober 2018.



1. Untuk mengetahui bagaimana proses konversi akad dari akad
murabahah kepada akad musyarakah mutanagishah dalam pembiayaan
KPR di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh.

2. Untuk mengetahui apakah praktik konversi akad murabahah kepada
akad musyarakah mutanaqishah pada Bank Muamalat Cabang Banda

Aceh sesuai dengan perspektif figh muamalah.

1.4 Penjelasan Istilah
Sebelum dibahas lebih lanjut, terlebih dahulu dijelaskan beberapa istilah
penting yang terdapat di dalam judul skripsi ini. Istilah-istilah tersebut sebagai
berikut.
1.4.1. Akad Murabahah
Akad murabahah ialah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah.
Bank syariah membeli barang yang sesuai dengan keinginan nasabah kemudian
menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan
ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan
nasabah.
1.4.2. Akad Musyarakah Mutanagishah
Akad musyarakah mutanaqishah adalah akad kerjasama antara dua pihak
(bank dengan Nasabah), dalam kepemilikan suatu aset, yang mana ketika akad
ini telah berlangsung aset salah satu kongsi dari keduanya akan berpindah ke
tangan kongsi yang satunya, dengan perpindahan dilakukan melalui mekanisme
pembayaran secara bertahap.
1.4.3. KPR (Kredit Pemilikan Rumah)
KPR (Kredit Pemilikan Rumah) adalah kredit yang digunakan untuk

kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan atau agunan berupa rumah.



Agunan yang diperlukan adalah rumah yang akan dibeli itu sendiri untuk KPR
pembelian.
1.4.4. Konversi Akad
Konversi akad adalah suatu cara yang dapat digunakan dalam

menyelesaikan piutang murabahah bermasalah dalam Lembaga Keuangan
Syariah (LKS), dan juga termasuk bagian dari proses restrukturisasi piutang
murabahah yang tergolong macet.
1.5 Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian
yang sudah dilakukan seputar masalah yang akan diteliti. Menurut penelusuran
yang telah penulis lakukan, belum ada kajian yang membahas tentang penerapan
konversi akad murabahah kepada akad musyarakah mutandqishah pada satu
pembiayaan secara mendetail. Akan tetapi, penulis menemukan beberapa
penelitian yang berkaitan dengan akad murabahah dan/atau akad musyarakah
yang berjudul “Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT Bank Muamalat
Thk Cabang Kendari’yang ditulis oleh Junirwan. Didalamnya menjelaskan
tentang implementasi jaminan dengan menggunakan akad musyarakah yang
ditinjau dari beberapa prospektif dalam ekonomi islam. Dan hasil yang
diperoleh ada beberapa aspek yang belum sesuai dengan perspektif hukum
islam, dikarenakan pihak bank menentukan dan mematok jumlah besaran
setoran bulanan yang harus disetor oleh nasabah setiap bulannya. Dan pihak
bank menentukan dan mematok jumlah keuntungan yang didapatkannya dari
jaminan akad musyarakah yang telah disepakati. Serta pihak bank tidak ikut
serta dalam pengelolaan modal yang didapatkan oleh nasabah dalam
menjalankan usahanya.'

Selanjutnya, skripsi ditulis oleh Nur’aini dengan judul “Analisis

Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Murabahah dan Perlakuan Akuntansinya

S Funirwan, Analisis Implementasi Akad Musyarakah di PT. Bank Muamalat Tbk.
Cabang Kendari, Institut Agama Islam Negeri Kendari, 2016, hlm 69.
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Pada PT. Bank Riau Syariah Pekanbaru”. Skripsi ini memaparkan bahwa pihak
bank seringkali menggunakan media akad wakalah dengan memberikan kuasa
kepada nasabah untuk membeli barang yang dibutuhkan nasabah kepada pihak
ketiga. Dimana akad wakalah diberikan pihak Bank Riau Syariah Pekanbaru
kepada nasabah setelah akad murabahah ditanda tangani.'®

Selain itu ada juga tugas akhir yang ditulis oleh Pipit Setyaningtyas
dengan judul “Implementasi Akad Murabahah Pada Produk KPR Di Bank
Syariah Mandiri KC Purwokerto”. Didalam tugas akhir ini menjelaskan tentang
bagaimana penerapan akad murabahah pada pembiayaan KPR yang diberi nama
Pembiayaan Griya BSM. Yang mana memaparkan bahwa pihak bank
menggunakan akad wakalah kepada nasabah dalam perihal membeli rumah
sebelum digunakannya akad murabahah."’

Kemudian ada skripsi yang ditulis oleh Uswatun Hasanah dengan judul
“Analisi Manajemen Risiko pembiayaan Murabahah Konsumtif Pada Bank
Syariah Mandiri Kcp Ulee Kareng Untuk Nasabah ASN dan Non ASN’.
Didalam tugas akhir tersebut dinyatakan  manajemen resiko tersebut
diimplementasiakn oleh manajemen Bank Syariah Mandiri Cabang Pembantu
Ulee Kareng pada pembiayaan murabahah konsumtif baik ASN maupun Non
ASN dengan sistem proteksi terhadap kemungkinan wanprestasi dengan
prosedur identifikasi, pengukuran, pendataan, dan pengendalian terhadap
seluruh faktor resiko.'®

Kemudian ada juga skripsi yang ditulis oleh Mirza Kamal dengan judul
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank

"Nur’aini, Analisis Pembiayaan Dengan Prinsip Jual Beli Murabahah dan Perlakuan
Akuntansinya Pada PT. Bank Riau Syriah Pekanbaru, Unversitas Islam Negeri Sultan Syarif
Kasim Riau, Pekanbaru, 2011, hlm 72.

Pipit Setyaningtyas, Implementasi Akad Murdbahah Pada Produk Pembiayaan KPR
di Bank Syariah Mandiri KC Purwokerto, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2016. hlm
63.

'8Uswatun Hasanah, Analisis Manajemen Risiko Pembiayaan Murdbahah Konsumtif
Pada Bamk Syariah Mandiri KCP Ulee Kareng Untuk Nasabah ASN dan Non ASN, Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017. hlm 78.
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Aceh Syariah Cabang Banda Aceh”. Dimana dalam tugas akhir ini dinyatakan
mekanisme pembiayaan murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda
Aceh didasarkan pada keputusan Fatwa DSN dan MUI dan Peraturan Bank
Indonesia (PBI) serta penetapan metode anuitas dalam perhitungan keuntungan
murabahah pada Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh didasarkan pada
terbitnya Fatwa DSN-MUI No.84/DSNMUI/XII/2012 tentang pengakuan
keuntungan Az-Tamwil Bil Murdbahah (pembiayaan murabahah).”’

Yang membedakan skripsi yang penulis tulis dengan skripsi-skripsi
diatas ialah pada skripsi ini penulis membahas perihal restruktur pembiayaan
bermasalah pada produk KPR di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh dengan
cara mengkonversikan pembiayaan bermasalah yang menggunakan akad
murabahah kepada akad musyarakah mutanaqishah dengan tujuan untuk
menyelamatkan pembiayaan bermasalah tersebut.

1.6 Metode Penelitian

Dalam sebuah penelitian, metode penelitian yang digunakan sangat
mempengaruhi untuk mendapatkan data yang akurat dari objek penelitian
tersebut. Oleh karena itu memerlukan data-data yang lengkap dan objektif serta
mempunyai metode dan cara tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan
dibahas. Langkah-langkah yang hendak ditempuh adalah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan
menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti mengamati dan
berpartisipasi langsung tentang apa yang dikaji. Jenis penelitian dimana peneliti
menggunakan pendekatan kualitatif dan teknik analisa dengan menggunakan
metiode deskriptif dengan melakukan analisa terhadap data-data yang diperoleh.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

"Mirza Kamal, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada PT.
Bank Aceh Syariah Cabang Banda Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
2017. hlm 81.
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Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian,
yang berupa data primer dan sekunder, maka penulis menggunakan metode field
research (penelitian lapangan) dan library research (penelitian kepustakaan).

1. Metode field research (penelitian lapangan) adalah pengumpulan data
primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek
pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, dari metode
ini peneliti mendapatkan data-data primer.

2. Metode library research ( penelitian kepustakaan), yaitu pengumpulan
data sekunder dan merupakan penelitian dengan menggunakan buku
bacaan sebagai landasanuntuk mengambil data yang ada kaitannya
dengan penulisan skripsi ini, di mana penulis dapatkan dengan cara
membaca dan mengkaji buku-buku, artikel dan situs website yang

berkaitan dengan topik pembahasan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data teknik yang penulis gunakan adalah:

1. Wawancara/interview yaitu dengan cara berkomunikasi secra langsung
kepada informan yang telah ditetapkan, guna mendapatkan data tentang
informasi yang menjadi fokus penelitian tentang penerapan akad
murabahah dan akad musyarakah mutandqishah pada pembiayaan KPR
di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh.

2. Dokumentasi, yaitu suatu teknik yang dilakukan dengan cara
mengumpulkan data-data yang tertulis yang diambil dari Bank Muamalat
Cabang Banda Aceh yang berhubungan objek penelitian, yaitu yang
berkaitan dengan pembiayaan menggunakan akad murabahah dan akad
musyarakah mutandaqishah.

1.6.4. Instrumen Penelitian
Adapun instrumen penelitian yang penulis gunakan dalam

mengumpulkan data-data dokumentasi yang berhubungan dengan permasalahan
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yaitu dengan menggunakan alat tulis dan kertas, sedangkan untuk wawancara
penulis menggunakan alat tulis, kertas, alat perekam, sehingga memuat
pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan penerapan akad murabahah
dan akad musyarakah mutanagishah pada pembiayaan KPR di Bank Muamalat
cabang Banda Aceh

1.6.5. Langkah-langkah Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penulisan ini, pertama
ialah menjelaskan tentang penerapan akad murdabahah dan akad musyarakah
mutandqishah dalam pembiayaan pemilikan rumah, menetapkan permasalahan
dan tujuan pembahasan, kemudian memilih metode pengumpulan data, jenis
penelitian, teknik pengumpulan data, instrumen pengumpulan data, instrumen
penelitian serta langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini.

Setelah memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis
menganalisis data dan informasi yang didapatkan ditempat penelitian mengenai
penerapan akad murabahah dan akad musyarakah mutanagishah dalam
pembiayaan KPR. Selanjutnya, metode yang digunakan penulis adalah dengan
mereduksi data atau memilah-milah data yang dipakai dan yang tidak dapat
dipakai berkaitan dengan topik pembahasan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis berpedoman pada buku pedoman
penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018
1.7 Sistematika Penulisan

Dalam menulis skripsi ini, penulis mengelompokkan pembahasan ke
dalam empat bab, yaitu

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah,

kajian pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.
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Bab kedua membahas tentang akad murabahah dari segi definisi dan
dasar hukum murabahah, rukun dan syarat murabahah, manfaat dan resiko
murabahah, dan ketentuan akad murabahah yang ada di perbankan syariah.
Selain itu juga membahas tentang musyarakah mutandqishah yang meliputi
definisi dan dasar hukum, rukun dan syarat musyarakah mutanagishah, bentuk-
bentuk dan manfaat akad musyarakah mutanaqishah, dan aplikasi musyarakah
mutanaqishah pada lembaga keuangan syariah.

Bab ketiga membahas tentang praktik pembiayaan menggunakan akad
murabahah dan akad musyarakah mutanagishah pada pembiayaan KPR di Bank
Muamalat Cabang Banda Aceh, yang pertama memaparkan mengenai sejarah
Bank Muamalat serta perbandingan pembiayaan menggunakan akad murabahah
dan akad musyarakah mutanagishah pada pembiayaan KPR di Bank Muamalat
Cabang Banda Aceh, konversi akad murabahah kepada akad musyarakah
mutandqishah dalam pembiayaan KPR di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh,
dan analisis terhadap penerapan konversi akad murabahah kepada akad
musyarakah mutanaqgishah pada pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat
Cabang Banda Aceh.

Bab empat membahas tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-

saran.



BAB 11
PEMBAHASAN

2.1. Gambaran Umum Tentang Murabahah
2.1.1. Definisi dan Dasar Hukum Murabahah

a. Definisi Murabahah

Murabahah secara bahasa merupakan mashdar dari kalimat ribhun yang
berarti ziyadah (tambahan).”® Sedangkan secara istilah murabahah adalah jual
beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang
kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan
keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Dalam akad murabahah,
penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga belimdan

harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.”'

Murabahah ialah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan
oleh shahib al-mal dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli
dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai
lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi shahib al-mal dan

pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.**

Menurut Lukman Hakim, murabahah merupakan akad jual beli atas

barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga jual yang terdiri atas harga

2 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah (Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor
Keuangan Syariah), (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2016), cet. 1, him. 83.
*! Ismail, Perbankan Syariah, cet. 2. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.2013),
him. 138
** Mardani, Figh Ekonomi Syariah, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
2013), hlm. 136.
16
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pokok barang dan tingkat keuntungan tertentu atas barang, dimana harga jual

tersebut disetujui pembeli.**

Dalam pembiayaan murabahah bank syariah bertindak selaku penjual
harus memberi tahu perihal harga pokok yang ia beli dan tingkat keuntungan
yang akan diambil. Misalnya, bank syariah membeli sebuah mobil seharga Rp.
300.000.000,-, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp. 50.000.000,-
, kemudian menjual kepada pembeli seharga Rp. 350.000.000,-. Dalam
praktiknya, bank syariah tidak akan membeli suatu barang jika sebelumnya tidak

ada pesanan dari calon pembeli.

Dengan demikian, pengertian murabahah adalah akad jual beli barang
dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati
oleh penjual dan pembeli. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah
sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah
keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual dan
jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan

juga telah disepakati tidak dapat berubah selama berlakunya akad.**
b. Dasar Hukum Murabahah

Pada dasarnya tidak ada dalil yang membahas secara khusus mengenai
jual beli murabahah, dikarenakan murabahah merupakan bagian dari jual beli
itu sendiri. Oleh karena itu banyak buku-buku yang mencantumkan dalil-dalil
umum tentang jual beli, yang terdapat dalam al-qur’an, hadis, ijma’, serta fatwa
DSN-MUI, berikut ini beberapa dalil yang berkaian dengan murdbahah antara

lain:

Q.S Al-Baqarah ayat 275

» Lukman Hakim, Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam, (Yogyakarta: Erlangga, 2012), hlm.
117.

24 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figh dan Keuangan, Ed. 5, cet. 9,
(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), him. 98.
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Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah
disebabkan mereka berkata (berpendapat). Sesungguhnya jual beli itu
sama dengan riba, padahal Allah SWT telah menghalalkan jual beli
dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba).
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah orang yang kembali
(mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka,

mereka kekal di dalamnya”.

Dalam ayat ini digambarkan bagaimana keadaan seseorang yang
memakan harta riba layaknya seperti berdiri orang yang kemasukan syaitan
dikarenakan tekanan penyakit gila. Yang mana hal ini dikarenakan mereka
menyamakan jual beli dengan riba. Di sini Allah menegaskan bahwasanya telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Q.S An-Nisa’ ayat 29
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan
harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu, dan
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janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha
penyayang kepadamu”.

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah melarang memakan harta sesama
dengan cara yang bathil, yang akan merugikan pihak yang lain, akan tetapi
Allah menganjurkan melalui cara perniagaan (perdagangan) atas dasar suka

sama suka tanpa adanya paksaan dari salah satu pihak.

Hadis Nabi SAW.
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Artinya:  Dari  Abu  Sa’id  Al-Khudri ~ bahwa  Rasulullah ~ SAW
bersabda’sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama
suka”. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh ibnu
Hibban).”’

Hadis di atas menjelaskan bahwa akad jual beli murabahah harus
dilakukan dengan adanya kerelaan masing-masing pihak ketika melakukan
transaksi. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli murabahah, seperti
penentuan harga jual, margin yang diinginkan, mekanisme pembayaran, dan
lainnya, harus terdapat persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank,

tidak bisa ditentukan secara sepihak.”®
Fatwa DSN tentang murabahah®’

Pertama: Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syariah:

> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Shahih Al-Jami’ Ash-Shaghir wa Ziyadatuhu, cet.
3 (Beirut: Al-Maktab Al-Islami, 1998), him. 460.

2% Aufa Salekha, Analisis Pengaruh Rescheduling Terhadap Penambahan Mark-Up
Pada pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di KPO Bank Aceh Syari’ah) (Skripsi), Universitas
Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, hlm. 31.

*" Fatwa DSN No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah
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Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.
Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang
telah disepakati kualifikasinya.

Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri,
dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian,
misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan)
dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan
ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan.

Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada
jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad
tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan
nasabah.

Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli barangdari pihak ketiga, akad jual beli
murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik

bank.

Ketentuan Murabahah kepada Nasabah:

. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau

aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih
dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah nasabah harus

menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya,
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karena secara hukum janji tersebut mengikat, kemudian kedua belah

pihak harus membuat kontrak jual beli.

Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar

uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil

bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh

bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak ‘wurbum sebagai alternatif dari uang

muka, maka:

a. Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal
membayar sisa harga.

b. Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank
maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat
pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah

wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam Murabahah:

1.

2.

Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan
pesanannya.
Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat

dipegang.

Keempat: Utang dalam Murabahah:

1.

Secara prinsip penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah
tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah
dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali
barang tersebut dalam keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban

untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
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2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir,
ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.

3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap
harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu

diperhitungkan.
Kelima: Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menyelesaikan
penyelesaian utangnya.

2. Jika nasabahmenunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah
satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya
dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari’ah setelah tidak tercapai

kesepakatan melalui musyawarah.
Keenam: Bangkrut dalam Murabahah:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya,
bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali,

atau berdasarkan kesepakatan.”®
2.1.2 Rukun dan Syarat Murabahah

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi sehingga jual
beli tersebut dapat dikatakan sah oleh syara’. Dalam menentukan rukun jual beli

terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiah dengan jumhur ulama.

Rukun jual beli menurut ulama Hanafiah hanya satu, yaitu ijab
(ungkapan membeli dari pembeli) dan Qabul (ungkapan menjual dari penjual.
Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu adalah kerelaan

(rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan

B Ibid.
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tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra
sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan
kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh
tergambar dalam ijab dan Kabul, atau melalui cara saling memberikan barang

dan harga barang (ta athi).”’

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada

empat,’’ yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau a/-muta’agidain (penjual dan pembeli).
2. Ada shighat (lafal ijab dan Kabul)

3. Ada barang yang dibeli.

4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang

dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut:*'

a. Syarat-syarat orang yang berakad.
1. Berakal.
2. Yang melakukan akad itu adalah iorang yang berbeda.
b. Syarat-syarat yang terkait dengan ijab Kabul.
Para ulama figh mengemukakan bahwa syarat ijab dan Kabul sebagai
berikut:
1. Orang yang mengucapkannya telah balig dan berakal.
2. Kabul sesuai dengan ijab.
3. Ijab dan Kabul itu dilakukan dalam suatu majelis, Artinya, kedua
belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik

yang sama.

% Nasrun Haroen. Figh Muamalah, cet. 2. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007). him.
115.

30 Wahbah al-Zuhaily, Al-Figh al-Islami wa Adillatuh, (Damaskus: Dar al-Fikr al-
Mu’ashir, 2008) jilid V, cet. Ke-8, him, 3309.

3! Ibid., hlm. 3317 dan seterusnya.
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c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjual belikan
(Ma’qud ‘alaih)
1. Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual
menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
2. Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
3. Milik seseorang.
4. Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang

disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
2.1.3 Manfaat dan Resiko Murabahah

Sesuai dengan sifat bisnis (tijarah), transaksi bai’ al-murabahah
memiliki beberapa manfaat, demikian juga resiko yang harus diantisipasi.
Murabahah memberikan banyak manfaat kepada bank syariah, salah satunya
adalah adanya keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari penjual
dengan harga jual kepada nasabah. Selain itu, sistem jual beli murabahah juga
sangat sederhana. Hal tersebut memudahkan penanganan administrasinya di

bank syariah.”

Di antara kemungkinan resiko yang harus diantisipasi antara lain sebagai

berikut.

a. Default atau kelalaian, nasabah sengaja tidak membayar angsuran.

b. Fluktuasi harga komparatif. Ini terjadi bila harga suatu barang di pasar
naik setelah bank membelikannya untuk nasabah. Bank tidak bisa
mengubah harga jual beli tersebut.

c. Penolakan nasabah; barang yang dikirim bisa saja ditolak oleh nasabah
karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak dalam perjalanan sehingga
nasabah tidak mau menerimanya. Karena itu, sebaiknya dilindungi

dengan asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa spesifikasi

32 Muhammad Syafi’ie Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), him. 107.
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barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan. Bila bank telah
menandatangani kontrak pembelian dengan penjualnya, barang tersebut
akan menjadi milik bank. Dengan demikian, bank mempunyai resiko
untuk menjualnya kepada pihak lain.

d. Dijual; karena bai’ al-murabahah bersifat jual beli dengan utang, maka
ketika kontrak ditandatangani, barang itu menjadi milik nasabah.
Nasabah bebas melakukan apa pun terhadap aset miliknya tersebut,
termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko untuk default

akan besar.>

2.1.4 Ketentuan Akad Murabahah Pada Bank Syariah

Dalam perbankan syariah akad murabahah diterapkan pada pembiayaan
murabahah, yakni pembiayaan dalam bentuk jual beli barang dengan modal
pokok ditambah keuntungan (margin) yang disepakati antara nasabah dan bank.
Pada pembiayaan murabahah ini nasabah dan bank syariah melakukan
kesepakatan untuk melakukan transaksi pembiayaan berdasarkan prinsip jual
beli. Di mana bank bersedia membiayai pengadaan barang yang dibutuhkan
nasabah dengan membeli kepada supplier dan menjual kembali kepada nasabah
ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Kemudian nasabah

membayar sesuai dengan jangka waktu yang disepakati.*®

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional NO: 04/DSN-MUI/TV/2000
tentang Murabahah, akad pembiayaan murabahah terlaksana dengan
kedatangan nasabah ke bank syariah untuk mengajukan permohonan
pembiayaan murabahah dan janji pembelian suatu barang kepada bank. Setelah
melihat kelayakan nasabah untuk menerima fasilitas pembiayaan tersebut, maka

bank menyetujui permohonannya. Bank membelikan barang yang diperlukan

33 g
1bid.
3 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), cet. 1,
hlm.88.
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nasabah. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah
harus membelinya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara
hokum janji tersebut mengikat.*’Bank menjual barang kepada nasabah pada
tingkat harga yang disetujui bersama yang terdiri dari harga pembelian ditambah
margin keuntungan untuk dibayar dalam jangka waktu yang telah disetujui

36
bersama.

Dalam dunia perbankan, istilah bai’ al-murabahah merupakan perluasan
dari pengertian klasik. Istilah murabahah digunakan mengacu pada suatu
kesepakatan pembelian barang oleh bank sesuai dengan yang dikehendaki
nasabah kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga yang
disepakati dengan memberikan keuntungan tertentu kepada bank. Pembayaran
dilakukan dalam kurun waktu yang ditentukan dengan cara cicil. Perjanjian
semacam ini disebut bai’ al-murabahah li al-amir bi al-syira’ (jual beli

murabahah untuk perintah membeli).?’

Pembiayaan murabahah dapat dilakukan secara pemesanan dengan cara
janji untuk melakukan pembelian (al-wa’ad bi al-bai’).**Dalam hal ini, pembeli
dibolehkan meminta pesanan membayar uang muka saat menandatangani
kesepakatan awal pemesanan. Untuk menjaga agar pemesan tidak main-main
dengan pesanan maka diperbolehkan meminta jaminan. Dalam teknis
operasionalnya, barang-barang yang dipesan dapat menjadi salah satu jaminan
yang bisa diterima untuk pembayaran utang.’’Murabahah dengan pemesanan
umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-
barang investasi baik domestik maupun luar negeri, seperti melalui Letter of

Credit (L/C). Skema ini paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak

3% Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murdbahah.

36 Karnaen Perwataatnadja & M. Syafi’ie Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam
(Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1999), cet. 3, hlm. 25-26.

37 Muhammad Usman Syabir, al-Muamalat al-Maliyah al-Mu ashirah, (Yordan: Dar
al-Nafais, 1992), him. 309.

¥ Muhammad Syafi’ie Antonio, Bank Syariah..., him. 103-104.

* Ibid., hlm. 104-105
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terlalu asing bagi yang sudah biasa bertransaksi dengan dunia perbankan

umumnya.
2.2 Gambaran Umum tentang Musyarakah Mutanaqishah
2.2.1 Definisi Musyarakah Mutanaqishah

Pembiayaan musyarakah mutandaqishah adalah produk pembiayaan
berdasarkan prinsip musyarakah, yaitu syirkatul ‘inan, yang porsi (hishshah)
modal salah satu syarik (bank syariah/LKS) berkurang disebabkan pengalihan
komersial secara bertahap (naqlul hishshah bil ‘iwadh mutanagishah) kepada

syarik yang lain (nasabah).*

Berdasarkan PBI No. 9/19/PB1/2007 Jo.PBI No. 10/16/PBI/2008 tentang
pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran
dana serta pelayanan jasa bank syariah, musyarakah adalah transaksi penanaman
dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha
tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak
berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian

berdasarkan proporsi modal masing-masing.*!

Musyarakah mutanagishah adalah musyarakah dengan ketentuan bagian
dana salah satu mitra akan dialihkan secara bertahap kepada mitra lainnya
sehingga bagian dananya akan menurun dan pada akhir masa akad mitra lain

tersebut akan menjadi pemilik penuh usaha tersebut.*

Dari definisi pemahaman tersebut, konsep akad musyarakah

mutanaqishah dijadikan sebuah konsep dalam pembiayaan perbankan syariah,

* Keputusan Dewan Syariah Nasional No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman
Implementasi Musyarakah Mutandaqishah Dalam Produk Pembiayaan, Definisi Produk.

4 Wangsawidjaja, Pembiayaan Bank Syariah, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama,
2012), hlm. 249.

2 Putri Kamilatur Rohmi, “Implementasi Akad Musyarakah Mutandgishah Pada
Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muamalat Lumajang” Skripsi, Istishoduna Vol.5 No.1
April 2015.
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yaitu kerjasama antara bank syariah dengan nasabah untuk pengadaan atau
pembelian suatu barang yang mana aset barang tersebut jadi milik bersama.
Adapun besaran kepemilikan dapat ditentukan sesuai dengan sejumlah modal
atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama tersebut. Selanjutnya pihak
nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki

oleh bank syariah.

Bank dan para pihak wajib menyetorkan dana sebesar nominal dari yang
ditulis dalam formulir pembiayaan musyarakah mutandaqishah (MMQ), sebagai
bukti investasi tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai
dengan proporsi yang disepakatinya. Bank wajib meminta laporan bagi hasil
berdasarkan laporan keuangan yang sudah divalidasi, termasuk komponen biaya
yang mengacu pada standar yang baku, terutama skema profit and loss sharing,
untuk menghindari ketidakpastian dalam konrak yang merugikan salah satu

pihak.*

Jumlah modal bank syariah semakin lama semakin kecil, berbanding
terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah karena
pembayaran angsuran pada setiap bulan. Pada akhir masa pembiayaan, jumlah
modal bank telah diambil alih 100% oleh nasabah sehingga kepemilikan atas

rumabh tersebut dialihkan menjadi atas nama nasabah.

Perpindahan kepemilikan dari porsi bank syariah kepada nasabah seiring
dengan bertambahnya jumlah modal nasabah dari pertambahan angsuran setiap
bulannya. Apabila masa angsuran berakhir, berarti kepemilikan suatu barang
atau benda tersebut sepenuhnya menjadi milik nasabah. Penurunan porsi
kepemillikan bank syariah terhadap barang atau benda berkurang secara
proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Selain sejumlah angsuran yang

harus dilakukan nasabah untuk mengambil alih kepemilikan, nasabah harus

* Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), him.
236.
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membayar sejumlah sewa kepada bank syariah hingga berakhirnya batas
kepemilikan bank syariah. Pembayaran sewa dilakukan bersamaan dengan

pembayaan angsuran.

Pembayaran angsuran merupakan bentuk pengambilalihan porsi
kepemilikan bank syariah. Sedangkan pembayaran sewa adalah bentuk
keuntungan (fee) bagi bank syariah atas kepemilikannya terhadap aset tersebut.

Pembayaran sewa sekaligus merupakan bentuk kompensasi jasa bank syariah.**

Dalam pembiayaan di perbankan syariah yang didasarkan pada bagi hasil
ini, menempatkan bahwa bank sebagai pihak penyandang dana. Untuk itu bank
berhak atas kontraprestasi berupa bagi hasil sebesar nisbah terhadap pendapatan
atau keuntungan yang diperoleh pemilik usaha (mudharib), apabila bank hanya
bertindak sebagai penghubung antara pengusaha dan nasabah, maka ia berhak

atas kontraprestasi berupa fee.*
2.2.2 Landasan Hukum Musyarakah Mutanaqishah

Pada dasarnya tidak ada landasan hukum yang secara spesifik membahas
tentang  musyarakah mutandqishah, dikarenakan produk musyarakah
mutandqishah merupakan suatu produk yang ada atas modifikasi dari produk
musyarakah dan ijarah, kemudian produk tersebut dipadukan menjadi produk
musyarakah — mutanaqgishah. Dalam  sejarahnya  produk  musyarakah
mutanagqishah tidak ada pada era fikih klasik, akan tetapi produk ini lahir dari
pemikiran-pemikiran cendekiawan muslim (pakar ekonomi Islam) untuk
menciptakan akad baru dalam dunia perbankan islam yang bertujuan untuk

kemaslahatan umat islam dalam bermuamalah.

Berikut ini yang menjadi landasan hukum pada produk musyarakah

mutanaqishah yang disandarkan kepada akad musydarakah (kemitraan) dan akad

* putri Kamilatur Rohmi, Implementasi..., him. 25-27.
* Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-Dasar dan Dinamika
Perkembangannya di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), him. 148.
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ijarah (sewa). Karena di dalam akad musyarakah mutanagishah terdapat unsur

syirkah dan ijarah.

a. Landasan hukum mengenai akad musyarakah

Q.S. Shaad ayat 24:
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Artinya: “Dia (Daud) berkata: “Sungguh, dia telah berbuat zalim
kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan)

kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang

vang bersekutu itu bebuat zalim kepada yang lain, kecuali
orang-oranng yang beriman dan mengerjakan kebajikan, dan

hanya sedikitlah mereka yang begitu. Dan Dawud menduga

bahwa Kmi mengujinya, maka ia memohon ampunan kepada

Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat”.

Dalam surat shad ayat 24 tidak menyebutkan secara langsung tentang
musyarakah, namun kata ¢ SAE( yang bermakna syirkah yaitu bercampur dua
atau lebih yang tidak bias diuraikan bentuk asal masing-masing benda tersebut.
Dalam surat Shaad dapat diketahui bahwa pengelolaan modal dalam
menjalankan berbagai aktifitas ekonomi harus dengan cara yang dibenarkan oleh

syariat.*®

Kemudian ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Abu

Hurairah yang dijadikan sebagai landasan hukum mengenai akad musyarakah.

*® Raudhatul Hayah, “Perlindungan Hukum Bagi Perbankan Dalam Pembiayaan
Musyarakah Mutandaqishah Pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh”, Skripsi, Univeritas
Islam Negeri Ar-Raniry, hlm. 30-31.
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Artinya: Dari Abu Hurairah r.a ia berkata bahwa Rasulullah SAW.
Bersabda: Allah Ta’ala berfirman. “Aku adalah yang ketiga
pada dua orang yang bersekutu, selama salah seorang dari
keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari

persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianatinya.

(H.R. Abu Dawud dan dishahihkan oleh Al-Hakim).”’

Makna hadis “sesungguhnya Allah bersama keduamya,” yakni dalam hal
pemeliharaan, pengayoman dan pemberian bantuan harta kepada keduanya,
serta menurunkan berkah dalam perdagangan keduanya, sehingga ketika terjadi

pengkhianatan maka berkah harta keduanya tersebut.*®

b. Landasan hukum mengenai akad ijarah

Q.S. Al-Bagarah ayat 233:

-

% F,..ﬁ.o..l....u \}/i F,.gzl:c /C ...:— ))\.3 §JYJ \}a,.,aj o :)
5

_’,.\

— e
)\z\"

-
o & o
|

351 0ls

]
\j-*l--‘;\j 4.“\ \j..a..,\j g_}jjx.q.j\.; V..\i./JT
(233)
Artinya: “... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain.

Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan

pembayaran menurut yang patut, bertakwalah kamu kepada

47 Al-Hafidzh Tbnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Maram Min Adilat Al Ahkam,
(Surabaya: Darul Fikri, 1989), hlm. 145.

* Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’ani, Subulussalam Syarah Bulughul
Maram Jilid 2, cet 8, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), him. 473.
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Allah dan ketehuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu

kerjakan”.

Surat al-Baqarah merupakan salah satu landasan hukum dalam persoalan
ijarah, karena dianggap sebagai salah satu transaksi yang sifatnya saling tolong
menolong serta mempunyai landasan hokum yang kuat.** Dalam surat al-
Bagarah tersebut dijelaskan apabila seseorang memakai jasa seperti menyusukan
anak kepada orang lain juga termasuk kedalam bentuk ijarah, setelah ibu dan
ayah dari si anak bersepakat bahwa anaknya disusui oleh perempuan lain, yang
disebabkan oleh suatu kesulitan baik dalam bentuk kesehatan maupun dalam hal
lainnya, maka hal tersebut dibolehkan dengan syarat pemberian yang patut atas
manfaat yang diberikan perempuan lain atau ibu susu kepada bayi mereka dan
upah biayanya pantas menurut kebiasaan yang berlaku. Kasus penyusuan ini
menjadi salah satu dasar atas diperbolehkannya memberikan pembayaran atas

pekerjaan, manfaat atau jasa yang diberikan orang lain.”

Hadis riwayat ibnu majah dari ibnu umar, bahwa nabi bersabda:
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Artinya: “Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering”. (H.R. Ibnu

Majah dari Ibnu Umar).”!

Maksud dari hadis di atas adalah apabila telah mempekerjakan seseorang
dan tugasnya telah selesai maka hendaklah ia untuk menyegerakan membayar

upah si pekerja, dikarenakan apabila seseorang memiliki kemampuan untuk

* Muhammad Syafi’ie Antonio, Bank..., hlm. 117.

%0 Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir al-Ahkam, cet.1, (Jakarta: Kencana. 2006), him.
136.

S bnu Majah, Musnad Ibnu Majah, Juz 11, (Beirut: Makatabah wamathba’ah. 1990),
hlm. 817.
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membayar upah si pekerja namun menunda pembayaran tersebut, maka ia

termasuk dalam golongan orang-orang yang dzalim.

Selain berasal dari al-qur’an dan hadis akad musyarakah mutandqishah

diatur juga dalam fatwa DSN, yaitu:

Pertama: Ketentuan Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

a.

C.

d.

Musyarakah mutanagishah adalah musyarakah atau syirkah yang
kepemilikan asset (barang) atau modal salah satu pihak (syarik)
berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak

lainnya;

. Syarik adalah mitra, yakni pihak yang melakukan akad syirkah

(musyarakah).

Hishshah adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan
musyarakah yang bersifat musya’.

Musya’ adalah porsi atau bagian syarik dalam kekayaan
musyarakah (milik bersama) secara nilai dan tidak dapat

ditentukan batas-batasnya secara fisik.

Kedua: Ketentuan Hukum

Hukum Musyarakah mutanagishah adalah boleh.

Ketiga: Ketentuan Akad

1.

Akad musyarakah mutandaqishah terdiri dari akad

musyarakah/syirkah dan Bai’ (jual beli).

Dalam Musyarakah mutanagishah berlaku hukum sebagaimanayang

diatur dalam fatwa DSN no. 08/DSN-MUIIV/2000 tentang

pembiayaan musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan

kewajiban, diantaranya:
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a. Memberikan modal dan kerja berdasarkan kesepakatan pada saat
akad.

b. Memperoleh keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati
pada saat akad.

c. Menanggung kerugian sesuai proporsi modal.

Dalam akad musyarakah mutandqishah, pihak pertama (syarik)

wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-nya secara bertahap

dan pihak kedua (syarik) wajib membelinya.

Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dilaksanakan sesuai

kesepakatan.

Setelah selesai pelunasan penjualan, seluruh hishshah LKS beralih

kepada syarik lainnya (nasabah).

Keempat: Ketentuan khusus

1.

Aset musyarakah mutanagishah dapat di-ijarah-kan kepada syarik
atau pihak lain.

Apabila aset musyarakah mutanaqishah menjadi objek ijarah, maka
syarik (nasabah) dapat menyewa aset tersebut dengan nilai wujrah
yang disepakati.

Keuntungan yang diperoleh dari ujrah tersebut dibagi sesuai dengan
nisbah yang telah disepakati dalam akad, sedangkan kerugian harus
berdasarkan proporsi kepemilikan. Nisbah keuntungan dapat
mengikuti perubahan proporsi kepemilikan sesuai kesepakatan para
syarik.

Kadar/ukuran bagian/porsi kepemilikan aset musyarakah, syarik
(LKS) yang berkurang akibat pembayaran oleh syarik (nasabah),
harus jelas dan disepakati dalam akad.

Biaya perolehan aset musyarakah menjadi beban bersama sedangkan

biaya peralihan kepemilikan menjadi beban pembeli.
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Kelima: Penutup

1. Jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya
dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlakudan sesuai prinsip syariah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di
kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan

disempurnakan sebagaimana mestinya.”

Wahbah Az-Zuhaili menyatakan musyarakah dibenarkan dalam syariah,
karena sebagaimana ijarah muntahiya bi al-tamlik, akad ini bersandar kepada
janji dari pihak bank kepada nasabahnya, bahwa pihak bank akan menjual porsi
kepemilikannya dalam syirkah (kerja sama) apabila nasabah telah membayar
harga porsi kepemilikan bank tersebut. Selain itu saat berlangsungnya akad
musyarakah mutandaqishah dipandang sebagai syirkah ‘inan karena kedua belah
pihak menyerahkan kontribusi hartanya dan pihak bank mendelegasikan
nasabahnya untuk mengelola kegiatan usaha schingga setelah kerja sama
tersebut selesai maka bank akan menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada
nasabah selaku mitranya dengan ketentuan akad penjualan tersebut dilakukan

secara terpisah yang tidak terkait dengan akad syirkah.>
2.2.3 Rukun dan Syarat Musyarakah Mutanaqishah

Sebagaimana diketahui bahwa produk musyarakah mutanagishah
merupakan suatu produk yang dihasilkan melalui gabungan antara akad

musyarakah dan akad ijarah yang berakhir dengan cara pembelian atau

>2 Fatwa Dewan Syariah Nasional No.73/DSN-MUI/X1/2008 tentang Musyarakah
mutanaqishah.

>3 Wahbah az-Zuhaili, AI-Muamalah Al-Maliyah Al-Muasyirah, (Dr Al Fikr, Beirut,
1998), hlm. 436-437. Dikutip dari Fatwa Dewan Syaraiah Nasional, Nomor. 73/DSN-
MUI/X1/2008 tentang musyarakah mutanagishah.
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pemindahan kepemilikan dari milik bank menjadi milik nasabah. Jadi tidak ada

rukun dan syarat khusus mengenai akad tersebut.

Di dalam musyarakah mutanagishah terdapat unsur perkongsian
(syirkah) dan unsur sewa (ijarah) maka dalam hal ini terdapat kerja sama yang
dilakukan dalam hal perkongsian modal dan kerja sama kepemilikan, sementara
sewa yang dilakukan disini merupakan kompensasi yang siberikan oleh salah
satu pihak kepada pihak yang lain. Jadi ketentuan pokok yang terdapat dalam
musyarakah mutanaqgishah merupakan gabungan ketentuan pokok kedua unsur

tersebut.>*

Pada dasarnya hampir setiap buku figh muamalah membahas tentang
syarat dan ketentuan akad musyarakah dan ijarah, meskipun dalam versi yang
berbeda namun pada intinya sama. Ulama fikih berbeda pendapat dalam
menetapkan rukun dan syarat syirkah. Menurut ulama Hanafiyah, rukun syirkah
adalah ijab dan kabul,” yakni pernyataan kehendakmelakukan syirkah yang
dating dari para pihak yang berakad. Pernyataan kehendak ini dituangkan dalam
kontrak kerja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Sementara itu,
menurut jumhur ulama rukun syirkah ada empat, yakni dua orang berakad
(‘agidain), ma’qud ‘alaih, yang terdiri dari modal dan keuntungan, ijab dan

kabul,” dengan syarat-syarat:

a. ‘Aqidain (para pihak yang berserikat), disyaratkan mempunyai ahlivah al-
ada’ (kepantasan melakukan transaksi), yakni baligh dan berakal, cerdas dan

tidak di Aajr (dicekal melakukan tasharuf terhadap harta bendanya).

b. Ma’qud ‘alaih (obyek syirkah), yakni modal dan keuntungan, disyaratkan:

> Mardani, Figh Ekonomi Syari’ah: Figh Muamalah, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm.
220.

> Wahbah al-Zuhaily, AI-Figh al-Islami wa Adillatuh, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr,
1989), hlm. 796.

%6 Ibn Rusyd, Bidayah al-Mujtahid fi Nihayat al-Mugqtasid, Jilid 3, (Indonesia: al-Haya’
al-Arabiyah), hlm. 189.



37

1) Modal harus jelas adanya dan diketahui jumlanya.

2) Para ulama sepakat modal dalam syirkah harus dalam bentuk
uang,” karena modal yang disertakan dalam syirkah harus dalam bentuk
modal /liquid. Ini berarti modal tidak bias dalam bentuk komoditas.
Namun ulama berbeda pendapat kalua uangnya berbeda bentuknya
misalnyasatu pihak dalam bentuk dinar, yang lain dalam bentuk dirham.
Ibn al-Qasim, seperti yang dikutip ibn Rusyd membolehkan hal tersebut,
ini merupakan pendapat dari imam Malik. Menurutnya nilai kedua

modal itu harus diperhitungkan.’®
3) Modal diserahkan secara tunai, bukan dalam bentuk utang.
4) Keuntungan dibagi antara anggota syarikat menurut kesepakatan.

5) Pembagian keuntungan dinyatakian secara jelas ketika akad, misalnya

seperdua, sepertiga, dan semisalnya.

6) Proporsi keuntungan ditetapkan berdasarkan penyertaan modal anggota
syirkah.”® Di samping itu juga dapat ditetapkan berbeda dari penyertaan

modal masing-masing.
c. ljab dan Qabul, disyaratkan:
1) Jelas menunjukkan makna syirkah atau yang semakna dengan itu.

2) Dinyatakan dalam bentuk keizinan anggota berserikat untuk

mentasharufkan harta yang disyariatkan.

Pada dasarnya dalam akad musyarakah, setiap mitra mempunyai hak
yang sama dalam manajemen bekerja dalam mengelola perusahaan. Jika semua

mitra sepakat untuk terlibat aktif dalam manajemen perusahaan maka masing-

37 Ibid, him. 190.
58 Ibid.
5 Ibid, him.191.
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masing mendapat perlakuan yang sama dalam semua urusan perusahaan dan
pembagian keuntungan. Namun demikian, masing-masing anggota dapat
menunjukkan salah seorang dari mereka menjadi manajer perusahaan. Terhadap
mitra kerja yang tidak terlibat dalam manajemen perusahaan ia memperoleh
pembagian keuntungan sebatas penyertaan modalnya. Ketika perusahaan
mengalami kerugian, masing-masing anggota syirkah menanggung kerugian

sesuai dengan porsi penyertaan modal.*’
2.2.4 Bentuk-bentuk dan Manfaat Akad Musyarakah Mutanaqishah

Dalam fatwa DSN-MUI tentang pedoman implementasi musyarakah

mutanagishah mengenai ketentuan produk disebut bahwa,®’

Menyediakan fasilitas pembiayaan kepada nasabah baik perorangan
maupun perusahaan dalam rangka memperoleh dan/atau menambah

modal usaha dan/atau asset (barang) berdasarkan system bagi hasil.

Modal usaha yang dimaksud adalah modal usaha secara umum yang
sesuai dengan syariah. Aset (barang) yang dimaksud antara lain, namun

tidak terbatas pada:

a. Properti (baru/bekas)
b. Kendaraan bermotor (baru/bekas)

c. Barang lainnya yang sesuai dengan syariah (baru/bekas).

Pembiayaan musyarakah mutanagishah merupakan suatu bentuk kerja
sama atau perkongsian antara dua belah pihak atau lebih terhadap suatu barang
yang mana akad ini biasanya diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai

oleh bank dan nasabah debitur, sedangkan pada PT Bank Muamalat Indonesia

® Rozalinda, Fikih Ekonomi..., him. 194.
6! Fatwa DSN-MUI/X/2013 tentang pedoman Implementasi Musyarakah Mutanaqishah
dalam Produk Pembiayaan.
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Cabang Banda Aceh akad musyarakah mutanaqishah diaplikasikan pada produk
pembiayaan perumahan (KPR).

Dalam pembiayaan perumahan (KPR) pada pada Bank Muamalat
Indonesia Cabang Banda Aceh proporsi modal yang berasal dari nasabah yaitu
sebesar 30% sedangkan dari pihak bank berjumlah 70%, agar nasabah dapat
memiliki aset tersebut, maka nasabah harus membayar kepada bank sebesar
porsi yang dimiliki oleh bank. Pembayaran tersebut dapat dilakukan dengan cara
mengangsur tiap bulannya, dan dengan demikian akan terjadi penurunan porsi
kepemilikan bank karena nasabah tiap kali mengangsur akan mengambil porsi
kepemilikan yang dimiliki oleh bank, hingga pada akhirnya rumah yang telah
dibeli tersebut menjadi milik nasabah dengan porsi kepemilikan 100%,

sedangkan porsi kepemilikan Bank Muamalat menjadi 0%.°

Sebagai contoh kasus perhitungan, misalkan harga rumah Rp.
100.000.000,00-. Dalam hal ini bank berkontribusi sebesar Rp. 70.000.000,00-,
dan nasabah debitur berkontribusi sebesar Rp. 30.000.000,00-. karena antara
pihak bank dan nasabah debitur telah berkongsi maka bank memiliki 70%
saham atas kepemilikan rumah tersebut, sedangkan nasabah memiliki 30%.
Dalam syari’ah islam, barang milik perkongsian bias disewakan kepada

siapapun, termasuk kepada nasabah perkongsian itu sendiri.”

Misalkan nasabah debitur membayar biaya sewa sebesar Rp.
1.000.000,00-. perbulan, pada realisasinya Rp. 700.000,00-. akan menjadi milik
bank dan Rp. 300.000,00-. merupakan bagian nasabah. Akan tetapi yang pada
hakikatnya nasabah ingin memiliki rumah tersebut, maka uang sejumlah Rp.
300.000,00-. itu dijadikan sebagai pembelian saham dari porsi bank. Dengan

demikian, saham nasabah setiap bulan akan semakin besar dan saham bank

62 Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 22 Oktober 2018.
% Muhammad Syafi’ie Antonio, Bank Syariah... him. 173.
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semakin kecil. Pada akhirnya nasabah akan memiliki 100% saham dan bank

tidak memiliki saham atas rumah tersebut.®*
Manfaat dari pembiayaan musyarakah mutandqishah, yaitu:

a. Sebagai salah satu bentuk penyaluran dana.

b. Bank memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai
pendapatan yang dikelola.®’

c. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat
keuntungan nasabah meningkat.

d. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada
nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan
nasabah dalam membayar agsuran, sehingga bank tidak mengalami
negative spread.

e. Bank akan lebih selektif dan hati-hati dalam mencari usaha yang benar-
benar halal, aman, dan menguntungkan. Hal ini karena keuntungan yan
riil dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

f. Prinsip bagi hasil dalam imusyarakah mutanaqishah ini berbeda dengan
prinsip bunga, dimana bank akan menagih penerima pembiayaan
(nasabah) dengan jumlah bunga tetap terlepas dari keuntungan yang

dihasilkan nasabah maupun kerugiannya.®®

Dari beberapa keunggulan di atas dapat diketahui bahwa kepemilikan
bersama suatu barang menjadikan pihak bank maupun nasabah sama-sama
melakukan penjagaan terhadap barang tersebut. Mengenai harga sewa, kedua

pihak dapat menyepakati perubahan harga sewa seiring dengan harga pasar yang

% Ibid., him 174,

% Muhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Press, 2014), hlm.
45.

5 Muhammad Syafi’ie Antonio, Bank Syariah..., hlm 93-94.
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berlaku dan kedua pihak juga mendapatkan bagi hasil dari margin sewa yang

telah ditentukan pada barang tersebut.®’

2.2.5 Aplikasi Musyarakah Mutanaqishah pada Lembaga Keuangan
Syariah

Akad musyarakah mutanagishah pada lembaga keuangan syariah
biasanya diaplikasikan pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah (PKR) atau
Kredit Pemilikan Rumah (KPR), pembiayaan aneka barang serta properti. Akad
musyarakah saja tidaklah cukup untuk diterapkan dalam produk pembiayaan ini.
Kebutuhan barang konsumsi, perumahan atau properti dapat dipenuhi dengan
pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad musyarakah mutanagishah.®®Akad
musyarakah mutanagishah merupakan akad yang terbentuk karena adanya kerja
sama antara bank dan pembeli rumah yang berbagi hak dan kepemilikan sebuah
rumah yang diikuti dengan pembayaran kepemilikan setiap bulannya dan
pembayaran kepemilikan sesuai dengan proporsi yang sudah dibayarkan.
Dengan demikian akad musyarakah mutanagishah dikatakan seagai sebuah akad

dengan konsep kemitraan berkurang.

Berikut aplikasi musyarakah mutanagishah pada Lembaga Keuangan

Syariah:

1. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai oleh
lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuanagan lainnya,
dimana bagian keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya

dengan mencicil.

57 Raudhatul Hayah, Perlindungan..., hlm. 41.
% Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), him.
127.
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Akad ini juga terjadi pada mudharabah yang modal awalnya dicicil,

sedangkan usaha itu berjalan terus dengan modal yang tetap.®”’

Akad musyarakah mutanaqgishah dipraktekkan pada skema pembiayaan

di bank syariah terutama untuk kepemilikan aset. Aset yang dijadikan objek

akad salah satu diantaranya adalah rumah tinggal. Secara garis besar alur

pelaksanaan musyarakah mutanagishah adalah sebagai berikut:

1.

Nasabah memilih rumah yang ingin dimiliki melalui pembiayaan di
bank syariah dengan skema musyarakah mutanagishah.

Rumah yang direkomendasikan oleh nasabah kemudian dilakukan
asset appraisal (penilain aset) oleh pihak internal bank ataupun
melalui pihak eksternal/pihak ketiga/KJPP (Kantor Jasa Penilai
Proprti). Penilaian ini diharuskan karena rumah tersebut dijadikan

sebagai dhamman (agunan/jaminan) atas pembiayaan yang

dilakukan.

. Jika harga telah diketahui dan nilai jaminan memenuhi ketentuan

perbankan, maka nasabah harus melengkapi berkas-berkas
pembiayaan yang diperlukan atau diminta oleh bank, seperti data
pribadi, data penghasilan, data jaminan, dan lainnya.

Jika semua berkas telah terkumpul, maka bank melakukan verifikasi
dan analisa data, Secara garis besaranalisa yang dilakukan adalah
analisa kemampuan bayar nasabah (cash ratio) dan coverage
jaminan. Selanjutnya dilakukan persetujuan secara internal bank atas
penentuan plafond pembiayaan, jumlah angsuran, dan jangka waktu

pembiayaan.

 Zainul Arifin, Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek,
(Jakarta: Alvabet, 2000), him. 203.
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Setelah dilakukan persetujuan pembiayaan, maka bank mengirimkan
Surat Persetujuan Permohonan Pembiayaan (SP3) atau Offering
Letter (OL) kepada nasabah untuk kemudian ditandatangani.
Nasabah melakukan pembayaran uang muka (DP) kepada
developer/penjual rumah. DP tersebut merupakan porsi syirkah
nasabah dalam musyarakah atas kepemilikan rumah.

Nasabah dan bank melakukan akad pembiayaan musyarakah

mutanaqishah atas rumah. Akad yang dipakai adalah akad

musyarakah, bai’, dan ijarah.

Setelah akad dilakukan, maka bank membayarkan sisanya untuk

pembelian rumah yang sebelumnya telah nasabah sertakan

syirkahnya melalui DP. Dengan ini akad jual beli rumah telah

dilakukan dengan terbayarnya porsi syirkah berjumlah 100%.

Nasabah membayar angsuran setiap bulannya kepada bank hingga

jangka waktu yang telah disepakati. Angsuran tersebut berfungsi

sebagai:

a. Uang sewa (ajr) nasabah atas penempatan rumah (aset
musyarakah).

b. Uang sewa sebagai objek bagi hasil atas akad musyarakah, yang
akan dibagikan sesuai dengan porsi bagi hasil yang telah
disepakati dalam akad.

c. Sebagian dari uang sewa yang merupakan profit/keuntungan
untuk nasabah sesuai dengan nisbah bagi hasil, tidak diambil oleh
nasabah, melainkan untuk pembelian porsi kepemilikan bank atas
rumhah tersebut. Maka setiap nasabah membayar angsuran
bulanan, maka akan menambah porsi kepemilikan nasabah dan
mengurangi porsi kepemilkan bank.

Jika jangka waktu (jatuh tempo) telah berakhir, dan nasabahtelah

membayarseluruh  angsuran bulanannya, maka seluruh porsi
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kepemilkan rumah telah berpindah ke nasabah. Nasabah telah
memiliki rumah tersebut secara penuh. Dengan demikian, hak

pertanggungan atas penjaminan rumah sudah dapat lepas oleh bank.



BAB III
PRAKTIK PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN MUSYARAKAH
MUTANAQISHAH PADA BANK MUAMALAT CABANG
BANDA ACEH

3.1 Deskripsi Pembiayaan Menggunakan Akad Murabahah dan Akad
Musyarakah Mutanaqishah Pada Bank Muamalat Cabang Banda
Aceh

3.1.1 Sejarah Bank Muamalat

PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia™)
memulai perjalanan bisnisnya sebagai bank syariah pertama di Indonesia pada 1
November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat
Indonesia digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan
Muslim Indonesia (ICMI) dan pengusaha muslim yang kemudian mendapat

dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia.

Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank
Muamalat Indonesia terus berinovasi dan mengeluarkan produk-produk
keuangan syariah seperti Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun
Lembaga Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-

Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di Indonesia.

Selain itu produk bank yaitu Shar-e yang diluncurkan pada tahun 2004
juga merupakan tabungan instan pertama di Indonesia. Produk Shar-e Gold
Debit Visa yang diluncurkan pada tahun 2011 tersebut mendapatkan
penghargaan dari Museum Rekor Indonesia (MURI) sebagai karu debit syariah
dengan teknologi chip pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti
internet banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk tersebut
menjadi pionir produk syariah di Indonesia dan menjadi tonggak sejarah penting

di industri perbankan syariah.
45
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Pada 27 Oktober 1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin
sebagai bank Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan public yang tidak listing
di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, bank dengan percaya diri
melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek
Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak lima kali dan merupakan lembaga
perbankan pertama di Indonesia yang mengeluarkan Sukuk Subordinasi
Mudharabah. Aksi korporasi tersebut semakin menegaskan posisi Bank

Muamalat Indonesia di peta industri perbankan Indonesia.

Seiring kapasitas bank yang semakin diakui, bank semakin melebarkan
sayap dengan terus menambah jaringan kantor cabangnya di seluruh Indonesia.
Pada tahun 2009, bank mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di
Kuala Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-
satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini, bank
telah memiliki 325 kantor layanan termasuk satu kantor cabang di Malaysia
.Operasional bank juga didukung oleh jaringan layanan yang luas berupa 710
unit ATM Muamalat, 120000 jarinag ATM Bersama dan ATM Prima, serta
lebih dari 11000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic
Payment (MEPS).

Menginjak usianya yang ke-20 pada tahun 2012, Bank Muamalat
Indonesia melakukan rebranding pada logo bank untuk semakin meningkatkan
awareness terhadap image sebagai bank syariah Islami, modern dan profesional.
Bank pun terus mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik
secara nasional maupun internasional. Hingga saat ini, bank beroperasi bersama
beberapa entitas anaknya dalam memberikan layanan terbaik yaitu Al-ijarah
Indonesia Finance (ALIF) yang memberikan layanan pembiayaan syariah,
DPLK Muamalat yang memberikan layanan dana pension melalui Dana Pensiun
Lembaga Keuangan, dan Baitulmal Muamalat yang memberikan layanan untuk

menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).
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Sejak tahun 2015, Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk
menjadi entitas yang semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang.
Dengan strategi bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju
mewujudkan visi menjadi “The Best Islamic Bank and Top 10 Bank in
Indonesia with Strong Regional Presence” (Menjadi bank syariah terbaik dan
termasuk dalam 10 besar bank di Indonesia dengan eksistensi yang diakui di

tingkat regional).

Adapun misi Bank Muamalat yaitu membangun lembaga keuangan
syariah yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada semangat
kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian, keunggulan sumber daya
manusia yang alami dan professional serta orientasi investasi yang inovatif,

untuk memaksimalkan nilai kepada seluruh pemangku kepentingan.70

3.1.2 Perbandingan Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah
Mutanaqishah pada Bank Muamalat Cabang Banda Aceh

Bank Muamalat Indonesia menerapkan akad murdabahah pada produk
pembiayaan perumahan (KPR). Akad murdabahah merupakan jenis akad jual
beli yang dikategorikan kedalam jenis akad tijari (bisnis). Dalam praktiknya
Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh menerapkan pembiayaan
murabahah dengan dua cara, yaitu murabahah tanpa wakalah dan murabahah
dengan wakalah. Yang mana produk KPR menggunakan akad murabahah ini
dinamakan dengan fix and fix. Adapun aplikasi pembiayaan dengan
menggunakan akad murabahah tanpa wakalah ini dapat digambarkan dalam

skema berikut:

7 Diaksese melalui http”//www.bankmuamalat.co.id/anak-perusahaan, tanggal 29
September 2019.
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. Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli barang kepada bank.
Bank memberikan persyaratan atas pengajuan nasabah, serta dilakukan
negosiasi harga.

. Bank membeli barang dari supplier sesuai dengan spesifikasi yang
diminta oleh nasabah.

. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli atas barang yang diminta
oleh nasabah.

. Bank mengirim (delivery) barang kepada nasabah.

. Nasabah menerima barang dan dokumen lengkap.

. Nasabah melakukan pembayaran kepada bank secara angsur (margin

ditambah dengan pokok).”"

"' Buku Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat
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Adapun skema pembiayaan murabahah dengan wakalah ialah sebagai

berikut:
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1. Nasabah mengajukan permohonan untuk membeli barang kepada bank.
Bank memberikan persyaratan atas pengajuan nasabah, serta dilakukan
negosiasi harga.

2. Bank memberikan offering letter kepada nasabah dan wakalah untuk
pembelian barang. Tujuan dari pemberian wakalah ini adalah agar
nasabah dapat melakukan transaksi awal pembelian barang dengan
supplier secara tidak tunai.

3. Nasabah membeli barang dari supplier berdasarkan akad wakalah
(pembelian oleh nasabah dilakukan secara tidak tunai).

4. Bank dan nasabah melakukan akad jual beli (murabahah) atas barang

yang dibeli oleh nasabah dari supplier.
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5. Bank melakukan pembayaran kepada supplier atas barang yang dibeli.
6. Nasabah melakukan pembayaran kepada bank secara mengangsur

(margin di tambah dengan pokok).”

Selain menggunakan akad murabahah dalam produk pembiayaan KPR,
Bank Muamalat Indonesia juga menyediakan opsi lain untuk pembiayaan KPR
ini, yaitu dengan menggunakan akad musyarakah mutanagishah, yang mana
akad ini merupakan suatu bentuk dari modifikasi akad musyarakah. Dilihat dari
segi bentuknya akad musyarakah dikategorikan pada jenis akad tabarru’
(tolong-menolong). Akan tetapi dalam praktiknya akad ini di kategorikan dalam
bentuk akad fijari (bisnis).” Akad ini dinamakan sebagai produk ASR yang

secara umum aplikasinya adalah sebagai berikut:

N
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1. Bank dan nasabah melakukan negosiasi perihal jumlah angsuran dan
sewa yang harus dibayar oleh nasabah setiap bulannya.

2. Dilakukannya akad antara kedua belah pihak (bank dan nasabah).

7 Buku Pedoman Pembiayaan Bank Muamalat
7 Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 22 Oktober 2018.
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3. Bank dan nasabah membeli barang kepada supplier/ penjual sesuai
dengan yang diinginkan oleh nasabah.

4. Penjual menyerahkan berkas-berkas dan dokumen perihal barang
yang dibeli.

5. Nasabah membayar angsuran dan sewa setiap bulannya kepada bank
hingga lunas.

6. Bank menyerahkan rumah tersebut kepada nasabah.

Implementasi akad musyarakah mutandaqishah dalam operasional
perbankan syariah yaitu suatu bentuk kerjasama antara bank dan nasabah untuk
pengadaan suatu barang (rumah). Pihak bank maupun nasabah sama-sama
memiliki aset tersebut sesuai dengan jumlah modal masing-masing. Selanjutnya,
nasabah melakukan suatu ikatan janji untuk membeli bagian milik bank secara
bertahap dengan cara mengangsur hingga kepemilikan bank habis menjadi nol,
dan beralih menjadi kepemilikan nasabah seutuhnya. Yang mana secara tidak
langsung porsi kepemilikan bank akan berkurang dan rumah tersebut menjadi
sepenuhnya milik nasabah. Pada saat yang bersamaan, nasabah harus membayar
uang sewa karena menempati rumah yang merupakan aset bersama. Pembayaran
sewa merupakan komponen yang harus dibayar oleh nasabah selain angsuran.
Artinya, pembayaran angsuran yaitu bentukpengambil alihan kepemilikan bank,

sedangkan pembayaran sewa yakni bentuk keuntungan (fee) bersama.’

Dengan demikian, pembiayaan menggunakan akad musyarakah
mutanaqishah diawali dengan akad musyarakah, yaitu kedua belah pihak
bekerjasama dalam suatu investasi (perumahan), kemudian kerjasama ini akan
mengurangi porsi kepemilikan salah satu pihak, sementara di sisi lainnya akan
bertambah porsi kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan terrsebut dilakukan

melalui mekanisme penjualan bagian dan hak atas kepemilikan oleh salah satu

™ Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 22 Oktober 2018.



52

pihak kepada pihak lainnya. Pada saat itu juga terjadi penyewaan dalam rangka
pemanfaaatan aset bersama oleh salah satu pihak. Bentuk kerjasama ini akan
berakhir ketika porsi kepemilikan salah satu pihak beralih penuh kepada pihak

lainnya atas objek akad.

Perbedaan antara pembiayaan menggunakan akad murabahah dan akad
musyarakah mutandqishah dapat ditinjau dari beberapa aspek, yaitu: dari segi
pengalihan hak tanda kepemilikan, karakteristik perjanjian, nilai bagi hasil, segi

angsuran dan juga resiko.

Pengalihan hak tanda kepemilikan dalam akad murabahah akan
dialihkan secara langsung dari bank kepada nasabah, hal ini dikarenakan
hubungan antara bank dan nasabah ialah sebagai penjual dan pembeli. Sehingga
kepemilikan rumah tersebut menjadi milik bank setelah dilakukan
penandatangan antara bank dengan nasabah. Sedangkan pada akad musyarakah
mutanaqishah, hak kepemilikan baru akan dimiliki oleh nasabah jika nasabah
telah melunasi pembayaran angsuran secara keseluruhan. Yang mana porsi
kepemilikan bank akan dicicil oleh nasabah hingga porsi kepemilikan bank

habis dan porsi kepemilikan nasabah menjadi penuh.

Adapun dari segi karakteristik perjanjian/akad, akad murabahah hanya
terdiri dari satu jenis akad yaitu jual beli (ba'i), sedangkan pada akad
musyarakah mutanaqishah terdiri dari dua jenis akad yakni akad musyarakah

(kemitraan) dan akad ba’i muajjal (jual beli tangguh).

Dari segi bagi hasilnya kedua jenis akad ini sama-sama termasuk
kedalam jenis akad tijjarah, yaitu akad yang ditujukan untuk mencari
keuntungan (profit). Dan jika dilihat dari tingkat kepastian dari bagi hasil yang
diperolehnya, maka keduanya berbeda. Akad murabahah masuk kedalam
golongan akad Natural Certainty Contract (NCC), yaitu akad yang memberikan

pengembalian yang pasti dan tetap. Sedangkan akad musyarakah mutanagishah



53

termasuk dalam golongan_ Natural Uncertainty Contract (NUC), yakni

menawarkan pengembalian yang tidak pasti atau tidak tetap.

Dalam hal angsuran, pada akad murdbahah jumlah angsuran bersifat
tetap, yang mana total pembayaran cicilan didasarkan pada harga beli bank atas
rumah dan margin keuntungan yang diambil oleh bank. Kedua komponen ini
tidak bisa dipisahkan, dimana nasabah harus membayar seluruhnya sampai masa
perjanjian selesai. Bila nasabah ingin memiliki rumah tersebut sebelum jatuh
tempo, maka nasabah akan dikenakan biaya tambahan berupa keuntungan bank
sekaligus angsuran yang tersisa. Sedangkan pada musyarakah mutanaqishah
bersifat menurun yang artinya pihak bank akan melakukan evaluasi tiap
tahunnya atau tiap beberapa tahun sekali sesuai dengan kesepakatan yang telah
dilakukan. Dengan kata lain total cicilan yang ditrima oleh bank sama dengan
jumlah pembiayaan dari bank. Jika nasabah ingin memiliki rumah tersebut
sebelum jatuh tempo, nasabah tidak akan dikenakan biaya tambahan. Nasabah

cukup melunasi sisa vang cicilan yang ada.

Pada dasarnya suatu resiko tidak dapat dihindari dalam berbisnis,
akantetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Jika ditinjau dari segi produk KPR
yang menggunakan akad murabahah dan akad musyarakah mutanagishah, maka
keduanya menghasilkan resiko yang berbeda satu sama lain. Resiko dalam
pembiayaan murabahah menyangkut kegiatan jual beli dimana bank menjual
rumah pesanan langsung kepada nasabah selaku pembeli. Sehingga ketika
perjanjian ditandatangani rumah tersebut menjadi milik nasabah. Nasabah dapat
melakukan apapun terhadap aset miliknya tersebut, termasuk didalamnya untuk
menjualnya. Sehingga hal ini menjadi suatu resiko yang besar bagi pihak bank
bila terjadi kecurangan dalam tempo pelunasan sebelum pembayaran cicilan

selesai.

Sedangkan dalam pembiayaan musyarakah mutandaqishah terletak pada

status kepemilikan atas rumah. Selama nasabah belum melunasi angsurannya,
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rumah tersebut masihlah kepemilikan bersama antara bak dan nasabah.
Sehinnga resiko atas rumah selama berlangsungnya akad menjadi resiko
bersama, namun resiko yang dimiliki oleh bank lebih kecil dan ini menjadi suatu

keunggulan untuk bank.

Berdasarkan perbedaan diatas, maka kelebihan dari akad murabahah
adalah bank dapat menetapkan margin keuntungan yang pasti diawal perjanjian
(negosiasi jual beli), selanjutnya tingkat keuntungan pertahun yang diperoleh
oleh bank lebih besar. Bagi nasabah yakni perolehan barang yang diinginkan
dapat diperoleh secara langsung dengan mengangsur. Dari segi kerugiannya
bank memiliki resiko yang lebih besar, bila nasabah melakukan penjualan
kembali atas rumah yang belum lunas dibayar, karena rumah tersebut telah
menjadi milik nasabah. Dan bagi nasabah kerugiannya terdapat pada pelunasan
yang dilakukan lebih cepat namun harga pelunasan tetap sama seperti harga jual

bank tanpa adanya pengurangan.

Kelebihan dari akad musyarakah mutandaqgishah yang diperoleh bank,
yaitu adanya bagi hasil tambahan dari hasil pembayaran uang sewa atas
pemanfaaatan rumah dari nasabah, mempererat hubungan antara bank dan
nasabah karena saling menjaga aset bersama, dan bagi nasabah sistem yang
digunakan pada akad ini memudahkan dan saling menguntungkan. Adapun
kekurangan akad ini bagi pihak bank yaitu akad ini memiliki keuntungan yang
relatif sedikit, dan bank membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mengawasi
rumah yang menjadi milik bersama tersebut, karena bank ikut menaggung beban
pajak dan pemeliharaan rumah. Sedangkan untuk nasabah, kekurangan dari

akad ini nasabah akan berat dalam pembayaran angsuran cicilan diawal.

Dari beberapa perbedaan diatas dengan melihat kelebihan dan
kekurangan masing-masing akad, kita dapat mengetahui dan dapat memilih
pembiayaan KPR dengan akad apa yang akan kita gunakan pada pembiayaan

perumahan di Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh. Sehingga hal ini
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dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mempertimbangkan solusi pengadaan

rumabh.

3.2 Pengalihan Akad Murabahah ke Akad Musyarakah Mutanaqishah
dalam Pembiayaan KPR di Bank Muamalat Cabang Banda Aceh

Produk pembiayaan kepemilikan rumah yang ditawarkan oleh Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh merupakan pembiayaan perumahan
yang telah sesuai dengan syariah Islam. Hal ini dikarenakan pembiayaan yang
dilaksanakan menggunakan sistem dan tata cara yang sesuai dengan syariah,
dikarenakan kedua jenis pembiayaan ini didasarkan pada fatwa Dewan Syariah
Nasional yang ada, yaitu fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad
Murabahah dan fatwa No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah
Mutanagishah. Pembiayaan perumahan yang menggunakan akad murabahah
dinamakan sebagai produk fix and fix sedangkan untuk musyarakah

mutanaqishah sebagai produk ASR.

Namun yang menjadi bahasannya ialah bagaimana penerapan konversi
akad pembiayaan itu sendiri. Pada dasarnya, ketika ada suatu pembiayaan yang
bermasalah maka pihak bank harus melakukan penyelamatan terhadap
pembiayaan itu. Berdasarksn Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011
tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 tentang
Restrukturisasi Pembiayaan dalam upaya yang dilakukan bank dalam rangka
membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, melalui
penjadwalan kembali (rescheduling) yaitu perubahan jadwal pembayaran
nasabah atau jangka waktunya. Kemudian ada persyaratan kembali
(reconditioning) yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan
tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada
bank. Yang meliputi perubahan jadwal pembayaran, perubahan jumlah
angsuran, perubahan jangka waktu, perubahan nisbah dalam pembiayaan

mudharabah atau musyarakah, perubahan proyeksi bagi hasil dalam
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pembiayaan mudharabah atau musyarakah, dan/atau pemberian potongan.
Terakhir penataan kembali (restructuring) yaitu perubahan persyaratan
pembiayaan, Yang antara lain meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan
bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga
syariah berjangka waktu menengah, dan/atau konversi pembiayaan menjadi

penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.”

Pada pembiayaan ini nasabah datang kepada Bank Muamalat Indonesia
Cabang Banda Aceh untuk mengajukan pembiayaan pembelian rumah yang
diinginkan, dan kemudian pihak bank menjelaskan bahwasanya produk
pembiayaan KPR ini memiliki dua produk di dalamnya, yaitu produk fix and fix
dan produk ASR. Produk fix and fix ialah produk pembiayaan kepemilikan
rumah yang menggunakan akad murabahah, sedangkan produk ASR juga

produk yang sama tetapi menggunakan akad musyarakah mutanagishah.

Dalam produk fix and fix ini pihak bank akan mengambil margin
keuntungan sebesar 13 % dimana pada 2 tahun pertama keuntungan yang
diambil lebih sedikit (murah), selanjutnya normal yang mana jika diakumulasi
semuanya menjadi 13%, bila dijumlah keseluruhan total margin yang diambil
berjumlah sebesar 13%, Sedangkan untuk produk ASR keuntungan yang
diambil oleh bank ialah sebesar 12,5%, tetapi tidak sampai akhir pembiayaan
berbeda dengan produk fix and fix yang mana jumlah angsurannya tetap sebesar
13% hingga akhir masa pembiayaan. Pada produk ASR ini setiap 2 tahun sekali
akan di lakukan review ulang terhadap nasabah yang masuk dalam kategori
lancar, yang mana jika ada kenaikan pada harga pasar, maka jumlah angsuran

nasabah juga ikut naik dan jika ada penurunanan pada harga pasar maka jumlah

7 PBI Nomor 13/9/PBI/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia
PBI/10/18/PB1/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah.
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angsuran nasabah juga ikut turun, dan dalam produk ini tidak dapat dikatakan

jumlah angsuran nasabah tetap, akan tetapi mengikuti harga pasar.”

Jika nasabah mengambil pembiayaan menggunakan produk fix and fix
dan kemudian nasabah mengalami kesulitan untuk melakukan pembayaran
angsuran, maka pihak bank akan melakukan tinjauan terhadap kendala apa yang
dialami nasabah hingga pembiayaanya menjadi macet. Di sini pihak risk yang
akan menentukan apakah pembiayaan tersebut tetap dilanjutkan dengan
menggunakan akad murabahah atau harus di ubah atau di konversikan akad
pembiayaan menjadi akad baru (musyarakah mutandaqishah) dengan melihat

faktor yang ada.”’

Salah satu pilihan yang diberikan oleh Bank Indonesia untuk
menyelamatkan pembiayaan bermasalah yaitu dengan melakukan konversi akad
pembiayaan, yang mana pada kasus ini pembiayaan murabahah bermasalah
dikonversikan ke dalam akad musyarakah mutandqishah dengan menurunkan

margin keuntungan yang diambil oleh bank menjadi lebih rendah.”®

Setelah dilakukan konversi akad tersebut jumlah angsuran nasabah
menjadi mengecil dimana margin keuntungan bank yang akan berubah, yaitu
tidak sebesar awal lagi dan juga tidak sebesar margin musyarakah mutandaqishah
pada awalnya, akan tetapi mengecil dan jumlah waktu yang diberikan tetap
seperti di awal pembiayaan. Dan pihak bank juga berhak menambah margin
keuntungan yang akan diperoleh dengan melihat apakah harga pasarnya akan
naik atau turun dalam 2 tahun sekali. Jika setelah dilakukan konversi akad oleh

pihak bank serta penurunan jumlah angsuran nasabah, namun nasabah juga tidak

76 Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 22 Oktober 2018.

77 Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 10 Januari2019.

® Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 07 Juli 2019.
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mau melakukan pembayaran angsuran maka bank akan mengambil langkah

dengan cara melelang aset tersebut.”

Pihak bank tidak langsung melelangnya sendiri, akan tetapi pihak bank
akan memberikan hak kepada nasabah untuk melelang sendiri aset tersebut. Dan
uang dari hasil pelelangan tersebut pihak bank akan mengambil sebesar haknya,
yaitu jumlah pembiayaan yang dikeluarkan oleh bank yang belum dilunasi. Dan
sisa dari hasil lelang tersebut menjadi milik nasabah. Jika nasabah juga enggan

untuk melelangnya, maka pihak bank yang akan melelang sendiri aset tersebut.*

3.3 Analisis terhadap Penerapan Pengalihan Akad Murabahah kepada
Akad Musyarakah Mutanaqishah Pada Pembiayaan KPR di Bank
Muamalat Cabang Banda Aceh

Konversi akad yang diberikan oleh Bank Muamalat Indonesia Cabang
Banda Aceh kepada nasabah ialah suatu bentuk keringanan yang diberikan oleh
pihak Bank Muamalat kepada nasabah pembiayaan (khususnya nasabah KPR)
yang ingin memiliki rumah impian. Di sisi lain konversi akad ini juga ditujukan
sebagai bentuk/upaya yang di ambil oleh pihak bank guna untuk menyelamatkan

pembiayaan yang bermasalah.

Konversi akad ialah suatu cara yang digunakan dalam penyelesaian
piutang murabahah bermasalah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS).
Konversi akad ini merupakan bagian dari proses restrukturisasi piutang
murabahah yang tergolong macet. Konversi akad bertujuan agar piutang
murabahah yang sebelumnya dalam kategori macet dapat dipulihkan sehingga

piutang nasabah tersebut dapat terlunasi.

7 Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 07 Juli 2019.

%0 Wawancara dengan Muhammad Al-Amin, karyawan bagian pembiayaan Bank
Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, pada tanggal 03 Juli 2019.
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Konversi akad murabahah dapat dilakukan terhadap nasabah yang
mengalami penurunan kemampuan pembayaran atas angsurannya atau
cicilannya, namun nasabah tersebut masih prospektif. Konversi akad ini dapat
dilakukan dengan cara menghentikan akad murabahah dan membuat akad baru
dalam bentuk tiga akad yang berbeda yaitu ijarah muntahiya bit tamlik,

mudharabah dan musyarakah.

Dalam fatwa DSN no. 49 tahun 2005 tentang konversi akad murabahah,
nasabah yang akan dikonversikan akadnya harus menjual terlebih dahulu agunan
(jaminan) kepada bank untuk melunasi utangnya, yang mana pada kasus di Bank
Muamalat menjadi Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) offside, jika nilai jual
agunan melebihi sisa hutang yang dimiliki nasabah, maka uang tersebut
digunakan sebagai modal untuk pembiayaan selanjutnya. Akan tetapi, jika hasil
dari penjualan tersebut kurang atau tidak cukup untuk melunasi sisa hutangnya
maka utang tersebut tetap dan penyelesaiannya disepakati bersama antara

nasabah dan bank.

Dalam praktiknya pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh
yang dijadikan sebagai agunan dalam pembiayaan menggunakan akad
murabahah ialah rumah itu sendiri, dimana status kepemilikan rumah tersebut
dalam akad murabahah ialah milik nasabah, sedangkan ketika dikonversikan
akadnya menjadi akad musyarakah mutanagishah rumah tersebut, nasabah
menyerahkan kepemilikan rumah tersebut kepada bank sehingga menjadi
kepemilikan bersama. Kemudian nasabah mengangsur setiap bulannya sehingga
nasabah memiliki kepemilikan penuh atas rumah tersebut, sedangkan porsi

kepemilikan bank telah habis karena dicicil oleh nasabah.

Dalam penerapan konversi akad murabahah pada Bank Muamalat
Cabang Banda Aceh, konversi akad dapat dilakukan jika nasabah tersebut
mengalami penurunan kemampuan dalam melakukan pembayaran angsuran

namun masih prospektif. Setelah dikonversi menjadi akad musyarakah
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mutanagqishah ini pihak bank akan menambah jangka waktu pembiayaan dan
penurunan jumlah angsuran nasabah sesuai dengan kemampuan nasabah.
Konversi akad ini dilakukan dengan tujuan agar pihak bank dapat
mengakumulasikan  kembali keuntungan yang akan diperoleh. Dan
dikonversikan kepada akad musyarakah mutandaqishah dikarenakan pada akad
ini memberikan opsi beli dalam perjanjian yang dilakukan, bukan hanya sebatas
pada kerjasama tetapi juga pada kepemilikan utuh nasabah terhadap rumah
tersebut. Dan perihal konversi akad ini telah diatur dalam fatwa DSN No. 49
tahun 2005 tentang konversi akad murabahah, akad murabahah dapat
dikonversikan kedalam tiga bentuk akad baru yaitu akad mudharabah, ijarah

muntahiya bit tamlik dan akad musyarakah.

Namun, melihat yang terjadi pada praktik pembiayaan murabahah yang
dilakukan konversi akad pembiayaan, Bank Muamalat lebih memilih melakukan
restrukturisasi pembiayaan guna menyelamatkan pembiayaan bermasalah,
dimana jika melihat dalam fatwa DSN akad murabahah dapat dihentikan
dengan syarat nasabah harus menjual jaminan (rumah) kepada pihak bank, jika
hasil penjualan melebihi sisa utang yang dimiliki nasabah maka uang tersebut
dijadikan sebagai modal pembiayaan selanjutnya, dan jika hasil penjualan
jaminan tidak mencukupi untuk membayar utang nasabah maka, utang tersebut
tetap menjadi milik nasabah dan penyelesaiannya disepakati bersama antara

pihak bank dan nasabah.

Konversi akad pembiayaan merupakan bagian dari restrukturisasi
pembiayaan bermasalah, konversi akad ini sendiri telah diatur dalam Peraturan
Bank Indonesia. Dan nasabah yang telah dikonversi akadnya tidak menjual
kembali jaminan tersebut kepada pihak bank, tetapi nasabah melakukan
pembayaran setiap bulannya yang terdiri dari setoran pokok dan margin
keuntungan yang diambil oleh bank, yang mana margin ini berfungsi sebagai

biaya sewa yang disetorkan oleh nasabah kepada pihak bank.
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Dalam praktiknya Bank Muamalat lebih menggunakan proses
restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam bentuk konversi akad yang telah
diatur dalam Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 tentang Perubahan
atas Peraturan Bank Indonesia PBI/10/18/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi
Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. Sedangkan dalam
fatwa No. 49 tahun 2005 tentang konversi akad murabahah lebih banyak
mengatur perihal jaminan nasabah pembiayaan yang bermasalah, yang mana
jaminan ini akan dijual oleh pihak bank untuk melunasi hutang yang dimiliki

oleh nasabah.

Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh melakukan resturkurisasi
pembiayaan bermasalah dengan berpedoman pada Peraturan Bank Indonesia
dan kemudian menyesuaikan dengan fatwa No. 49 tahun 2005 tentang konversi
akad murabahah kedalam bentuk akad baru. Yaitu menggunakan akad

musyarakah mutanagqishah.

Dengan melihat praktik yang dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia
dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas
Peraturan Bank Indonesia PBI/10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi
pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah dan fatwa Dewan
Syariah Nasional No. 49/DSN-MUI/11/2005 tentang konversi akad murabahah
dapat diketahui bahwasanya praktik yang dilakukan oleh Bank Muamalat itu
sendiri telah sesuai dengan peraturan yang telah ada dan juga sesuai dengan

fatwa yang telah ada.



BAB 1V
PENUTUP

Bab terakhir ini merupakan konklusi dari uraian bab-bab sebelumnya
yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didasarkan dari rumusan
masalah penelitian. Adapun kesimpulan kajian dan saran-sarannya dipaparkan

dalam sub bab dibawah ini.
4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan

sebagai berikut:

1. Konversi akad murabahah pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda
Aceh terjadi jika terdapat nasabah yang mengalami penurunan kemampuan
membayar angsuran tetapi masih prospektif, kemudian pihak bank melalui
bagian risk memutuskan apakah nasabah tersebut dapat dilakukan
restrukturisasi pembiayaan bermasalah dalam bentuk konversi akad
musyarakah mutanaqishah. Kemudian setelah pihak bank memutuskan
bahwa nasabah tersebut dapat dikonversikan akad pembiayaannya kedalam
bentuk akad baru, maka nasabah tersebut akan mendapatkan penambahan
jangka waktu pembiayaan dan penurunan jumlah angsuran karena telah
dikonversikan ke dalam bentuk akad baru vyaitu akad musyarakah
mutandqishah. Bagi nasabah yang tergolong ke dalam kolektabilitas lancar
maka akan di review ulang setiap dua tahun sekali untuk menentukan apakah
jumlah angsuran bertambah atau berkurang mengikuti harga pasar. Namun
jika nasabah juga belum mampu untuk melunasi angsurannya maka pihak
bank memberikan kesempatan bagi nasabah untuk menjual rumah tersebut,
jika nasabah enggan untuk menjual rumah tersebut, maka pihak bank yang

akan melelang rumah/jaminan tersebut.
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2. Konversi akad murabahah dalam figh muamalah telah diatur dalam fatwa
DSN-MUI Nomor 49 tahun 2005 tentang konversi akad murabahah, akad
murabahah dapat dikonversikan kedalam akad baru dengan cara
menghentikan akad murabahah terlebih dahulu dengan cara nasabah menjual
obyek murabahah kepada LKS dengan harga pasar, kemudian nasabah
melunasi hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan, apabila hasil penjualan
melebihi sisa hutang maka sisa kelebihan itu dapat dijadikan uang muka
untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudhdarabah atau musyarakah.
Namun jika hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang
tetap menjadi hutang nasabah yang cara pelunasannya disepakati bersama
antar pihak LKS dan nasabah. Akad murabahah dapat dikonversikan ke
dalam tiga bentuk akad lainnya, yaitu akad mudharabahah, ijarah muntahiya

bit tamlik dan akad musyarakah.
4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis restrukturisasi
pembiayaan bermasalah dalam bentuk konversi akad pada pembiayaan KPR
menggunakan akad murabahah kedalam bentuk akad musyarakah
mutanaqishah, ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan. Di antaranya

sebagai berikut:

1. Semua bank dapat dipastikan adanya pembiayaan yang bermasalah,
khususnya pembiayaan dalam bentuk jual beli rumah, maka dari itu penulis
menyarankan PT. Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh, harus
mempersiapkan panduan pengelolaan pembiayaan bermasalah khususnya

pembiayaan KPR.

2. Penulis menyarankan kepada para pembaca untuk melanjutkan penelitian
yang berkaitan dengan karya ilmiah ini, karena menurut penulis masih

banyak masalah yang perlu dikaji berupa dampak yang ditimbulkan dari
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konversi akad tersebut, resiko yang ditanggung oleh kedua belah pihak, serta
keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh kedua belah pihak.
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